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Abstrak 

Pada bulan September 2023, terjadi kekerasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, ketika aparat 

keamanan menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan warga yang 

memprotes proyek pembangunan. Insiden ini menyoroti ketegangan yang ada antara tujuan 

pembangunan ekonomi dan pelestarian hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terpinggirkan dalam 

proses pembangunan. Warga Pulau Rempang melihat proyek tersebut sebagai ancaman terhadap 

tanah leluhur dan warisan budaya mereka yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Makalah ini 

bertujuan untuk membahas secara mendalam implikasi hukum dan sosiologis dari tindakan pemerintah 

dalam menangani protes di Pulau Rempang. Kami menganalisis konflik yang terjadi antara hukum 

formal yang diberlakukan oleh negara dan hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat, serta 

bagaimana kedua sistem hukum ini saling bertentangan dalam konteks hak asasi manusia. Studi ini 

menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan analisis hukum, sosiologi, dan hak asasi 

manusia untuk mengeksplorasi dinamika konflik di Pulau Rempang. Kami mengeksplorasi bagaimana 

tindakan aparat keamanan tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat adat, tetapi 

juga mengungkap masalah mendasar terkait pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

adat di Indonesia. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan perspektif sosiologis yang mengkaji 

bagaimana kekerasan dan konflik mempengaruhi struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Pulau 

Rempang. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan analisis terhadap 

kejadian kekerasan di Pulau Rempang, tetapi juga untuk menawarkan wawasan yang lebih luas tentang 

bagaimana kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan hak-hak 

masyarakat adat. Kami menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis antara 

pemerintah dan masyarakat adat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil. 

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Pulau Rempang, Kekerasan, Sosiologi Hukum, Hak Asasi Manusia 
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Abstract 

In September 2023, violence erupted on Pulau Rempang, Riau Islands, when security forces used water 

cannons, tear gas, and rubber bullets to disperse residents protesting a development project. This 

incident highlights the tension between economic development goals and the preservation of 

indigenous rights, which are often marginalized in the development process. The residents of Pulau 

Rempang view the project as a threat to their ancestral lands and cultural heritage, which have been 

preserved for generations. This paper aims to thoroughly discuss the legal and sociological implications 

of the government's actions in handling the protests on Pulau Rempang. We analyze the conflict 

between formal law imposed by the state and customary law adhered to by the local community, and 

how these two legal systems clash in the context of human rights. The study employs a multidisciplinary 

approach involving. legal analysis, sociology, and human rights to explore the dynamics of the conflict 

on Pulau Rempang. We investigate how the actions of the security forces not only result in the violation 

of indigenous rights but also reveal fundamental issues related to the recognition and legal protection 

of indigenous rights in Indonesia. In this regard, we consider sociological perspectives that examine how 

violence and conflict impact the social structure and cultural identity of the Pulau Rempang community. 

Therefore, this paper aims not only to provide an analysis of the violence on Pulau Rempang but also 

to offer broader insights into how development policies can be implemented without sacrificing 

indigenous rights. We advocate for a more inclusive and dialogical approach between the government 

and indigenous communities to achieve sustainable and equitable solutions. 

Keywords: Indigenous Rights, Pulau Rempang, Violence, Sociology of Law, Human Rights 

 

PENDAHULUAN 

Pada bulan September 2023, terjadi kekerasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, 

ketika aparat keamanan menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk 

membubarkan warga yang memprotes proyek pembangunan yang direncanakan oleh 

pemerintah. Proyek ini dianggap mengancam tanah leluhur dan keberlangsungan hidup 

masyarakat adat setempat yang telah tinggal di pulau tersebut selama beberapa generasi. 

Konflik ini mencerminkan ketegangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan 

pelestarian hak-hak masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan dalam proses 

pembangunan. Warga Pulau Rempang merasa bahwa proyek tersebut mengancam 

keberadaan mereka, termasuk nilai budaya, spiritual, dan sejarah yang melekat pada tanah 

tersebut (Lestari, 2021). 

Proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah mencakup kawasan 

industri, perumahan, dan fasilitas komersial. Pemerintah berargumen bahwa proyek ini akan 

membawa manfaat ekonomi yang signifikan, baik secara lokal maupun nasional. Namun, 

masyarakat adat Pulau Rempang merasa bahwa proyek tersebut mengancam keberadaan 
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mereka, termasuk nilai budaya, spiritual, dan sejarah yang melekat pada tanah tersebut. 

Ketakutan ini diperkuat oleh sejarah panjang marginalisasi masyarakat adat dalam berbagai 

proyek pembangunan di Indonesia (Rahayu, 2022). Warga Pulau Rempang kemudian 

menggelar protes damai untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek 

pembangunan tersebut. Mereka membawa spanduk dan berorasi di lokasi proyek, berharap 

dapat menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap ketidakadilan yang mereka 

rasakan. Namun, respon pemerintah dengan mengerahkan aparat keamanan dan 

menggunakan kekerasan untuk membubarkan protes justru memperburuk situasi. Banyak 

warga yang terluka akibat tindakan represif ini, yang kemudian memicu reaksi keras dari 

berbagai kalangan, termasuk organisasi hak asasi manusia, aktivis lingkungan, dan 

masyarakat sipil (Wahyuni, 2023). 

Kasus kekerasan di Pulau Rempang mengundang kritik luas dan menuntut agar 

pemerintah menghentikan proyek tersebut serta membuka dialog dengan masyarakat lokal. 

Tekanan ini datang baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional yang peduli 

dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Organisasi internasional seperti Amnesty 

International dan Human Rights Watch mengecam tindakan kekerasan tersebut, 

menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan agar pemerintah 

Indonesia memperbaiki cara mereka menangani konflik terkait proyek pembangunan 

(Komnas HAM, 2023). Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak 

masyarakat adat untuk memiliki tanah, mempertahankan budaya, dan hidup dengan aman 

tanpa ancaman kekerasan. Masyarakat adat memiliki hak kolektif yang diakui oleh berbagai 

instrumen internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. 

Penggunaan kekerasan oleh aparat negara dalam membubarkan protes damai 

mencerminkan pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat 

yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional (Amnesty International, 2023). 

Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini mencerminkan ketegangan antara 

hukum formal dan hukum adat. Hukum formal yang diimplementasikan oleh negara sering 

kali tidak mempertimbangkan atau bahkan mengabaikan hukum adat yang hidup dan 

berlaku di masyarakat lokal. Ini menciptakan konflik yang mendalam ketika kebijakan 

pembangunan yang digagas oleh negara bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak 

masyarakat adat. Pendekatan sosiologi hukum menekankan pentingnya memahami hukum 

dalam konteks sosialnya, di mana hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga 

mencakup norma, nilai, dan praktik yang hidup di masyarakat (Ewick & Silbey, 1998). Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan uraian perihal permasalahan tersebut dalam 

sebuah penelitian hukum yang berjudul, “Interaksi dan Peran Pemerintah Terhadap 
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Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sosiologi Hukum: Analisis Kasus 

Kekerasan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau”. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat: Kasus 

Kekerasan di Pulau Rempang," peneliti akan menggunakan metode penelitian non doktrinal 

yang menekankan pada analisis data sekunder. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi 

secara mendalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat adat serta implikasi 

hukumnya tanpa melakukan wawancara langsung. Penelitian akan dimulai dengan 

pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, laporan 

lembaga hak asasi manusia, artikel jurnal, buku, berita media, dan publikasi dari organisasi 

non-pemerintah (NGO) (Neuman, 2014). Data ini akan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang kronologi peristiwa kekerasan di Pulau Rempang, kebijakan pemerintah terkait 

proyek pembangunan, serta respons masyarakat adat dan berbagai pihak terhadap kejadian 

tersebut (Silverman, 2015). 

Analisis dokumen akan digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kerangka 

hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk undang-undang tentang hak-hak 

masyarakat adat, peraturan tentang proyek pembangunan, serta Deklarasi PBB tentang 

Hak-Hak Masyarakat Adat (Bryman, 2016). Peneliti juga akan meninjau keputusan dan 

tindakan pemerintah serta aparat keamanan dalam konteks peristiwa kekerasan tersebut, 

dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum adat (Yin, 

2017). Selain itu, penelitian akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk 

menganalisis bagaimana hukum formal dan hukum adat berinteraksi dalam kasus ini. 

Peneliti akan mengeksplorasi ketegangan yang muncul ketika kebijakan pembangunan 

nasional bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik hukum adat yang dipegang oleh 

masyarakat Pulau Rempang (Ewick & Silbey, 1998). Analisis ini akan dibantu dengan teori-

teori sosiologi hukum yang relevan, seperti konsep hukum hidup (living law) dan pluralisme 

hukum (Griffiths, 1986). 

Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat menyusun narasi yang 

komprehensif tentang dinamika konflik di Pulau Rempang, termasuk peran aktor-aktor 

kunci seperti pemerintah, masyarakat adat, NGO, dan lembaga internasional (Bowen, 2009). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan 

yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka di tengah proses 

pembangunan, serta bagaimana pendekatan non-doktrinal dapat mengungkap aspek-
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aspek sosial dan hukum yang sering kali terabaikan dalam studi hukum formal (Creswell, 

2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam Konteks Pelaksanaan Proyek 

Pembangunan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau 

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat di Pulau Rempang sangat 

dipengaruhi oleh proyek pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Proyek ini 

mencakup kawasan industri, perumahan, dan fasilitas komersial, yang dianggap pemerintah 

sebagai langkah penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dan nasional. Namun, 

masyarakat adat merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan terkait proyek ini. Mereka khawatir bahwa proyek ini akan 

mengancam tanah leluhur mereka yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. 

Ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat adat ini mencerminkan 

konflik kepentingan yang sering terjadi dalam proyek pembangunan yang melibatkan lahan 

adat (Susanto, 2022). 

Masyarakat adat di Pulau Rempang telah tinggal di daerah tersebut selama beberapa 

generasi, dan tanah tersebut dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. 

Tanah ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian integral dari identitas budaya 

mereka. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan ini menjadi 

kawasan industri dan komersial dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberadaan 

mereka. Selain itu, masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk 

berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek 

pembangunan. Kurangnya konsultasi yang efektif dan inklusif memperburuk ketegangan 

antara pemerintah dan masyarakat adat (Wijaya, 2023). 

Protes damai yang dilakukan oleh masyarakat adat Pulau Rempang merupakan bentuk 

penolakan mereka terhadap proyek pembangunan tersebut. Protes ini menunjukkan 

ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Dalam 

banyak kasus, pemerintah gagal melakukan konsultasi yang memadai dengan masyarakat 

adat sebelum memulai proyek pembangunan. Hal ini mencerminkan kurangnya 

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam keputusan 

yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketidakadilan ini memperkuat pandangan bahwa 

pemerintah lebih mementingkan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan hak-hak 

masyarakat adat (Hartono, 2021). 
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Respon pemerintah terhadap protes masyarakat adat dengan menggunakan 

kekerasan menunjukkan ketegangan dalam hubungan antara kedua belah pihak. Alih-alih 

membuka dialog, pemerintah memilih tindakan represif yang semakin memperburuk situasi. 

Tindakan ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola hubungan dengan 

masyarakat adat secara damai dan inklusif. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya 

mencederai fisik, tetapi juga merusak hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat adat 

terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif terhadap protes 

damai cenderung memperburuk konflik dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah (Lestari, 2023). Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Indonesia, 

masyarakat adat sering kali mengalami marginalisasi dan kekerasan saat mempertahankan 

tanah dan sumber daya alam mereka dari eksploitasi. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan 

bahwa pemerintah sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat demi kepentingan 

pembangunan ekonomi. Selain itu, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap 

protes damai masyarakat adat mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. 

Masyarakat adat memiliki hak untuk hidup dengan aman dan mempertahankan tanah serta 

budaya mereka tanpa ancaman kekerasan (Setiawan, 2022). 

Dari sudut pandang sosiologi hukum, hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

adat dalam konteks proyek pembangunan di Pulau Rempang mencerminkan ketegangan 

antara hukum formal dan hukum adat. Hukum formal yang diimplementasikan oleh 

pemerintah sering kali tidak mempertimbangkan atau bahkan mengabaikan hukum adat 

yang hidup dan berlaku di masyarakat lokal. Hal ini menciptakan konflik yang mendalam 

ketika kebijakan pembangunan yang digagas oleh negara bertentangan dengan 

kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan sosiologi hukum menekankan 

pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya, di mana hukum bukan hanya 

sekedar aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan praktik yang hidup di 

masyarakat (Ewick & Silbey, 1998). 

 Masyarakat adat memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan mereka, 

termasuk kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat ini sering kali 

tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah, yang lebih mengutamakan hukum nasional. 

Ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan yang signifikan ketika proyek 

pembangunan yang digagas oleh pemerintah mengancam keberadaan masyarakat adat. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengakui dan menghormati hukum adat 

serta melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek 

pembangunan (Wijaya, 2023). 
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Implikasi Hukum dan Sosial dari Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Keamanan terhadap 

Masyarakat Adat yang Memprotes Proyek Pembangunan 

Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat yang 

memprotes proyek pembangunan di Pulau Rempang memiliki implikasi hukum yang serius. 

Secara hukum, tindakan represif ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk 

berkumpul secara damai dan menyatakan pendapat. Masyarakat adat memiliki hak-hak 

yang diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Deklarasi 

PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Penggunaan kekerasan oleh aparat negara dalam 

konteks ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak tersebut dan menunjukkan 

kurangnya penghormatan pemerintah terhadap kewajiban hukumnya (Nugroho, 2023). 

Dalam konteks hukum internasional, hak-hak masyarakat adat dilindungi oleh 

berbagai instrumen seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi 

ILO No. 169. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, misalnya, menegaskan hak 

masyarakat adat untuk memiliki, mengontrol, dan melindungi tanah serta sumber daya alam 

mereka. Deklarasi ini juga menegaskan hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Penggunaan kekerasan 

oleh aparat negara dalam membubarkan protes damai masyarakat adat mencerminkan 

pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dan menunjukkan kurangnya penghormatan 

pemerintah terhadap komitmen internasionalnya (Suryani, 2022). 

Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengakui 

hak-hak masyarakat adat. Misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Selain 

itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui dan 

melindungi hak-hak masyarakat adat. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali 

tidak konsisten, dan masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan dalam 

mempertahankan hak-hak mereka. Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap 

protes damai masyarakat adat menunjukkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi 

manusia yang serius (Prasetyo, 2023). 

Apabila dilihat dari perspektif sosial, tindakan kekerasan ini memperburuk hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat adat. Masyarakat adat merasa semakin teralienasi dan 

tidak percaya pada niat baik pemerintah. Kekerasan yang dialami tidak hanya menimbulkan 

trauma fisik tetapi juga psikologis, yang dapat memperdalam rasa ketidakadilan dan 

ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu kohesi sosial dan 

memperburuk konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Penelitian menunjukkan 
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bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat negara cenderung memperburuk situasi konflik 

dan menimbulkan resistensi yang lebih besar dari masyarakat (Ramadhan, 2023). 

Penggunaan kekerasan juga memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap 

masyarakat adat. Trauma yang dialami oleh masyarakat adat akibat kekerasan ini dapat 

mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Selain itu, kekerasan ini juga dapat 

memperdalam ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, yang dapat 

memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. Penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat negara sering kali menghasilkan resistensi yang 

lebih besar dari masyarakat, yang dapat memperburuk situasi konflik dan menghambat 

upaya penyelesaian yang damai (Wijaya, 2022). 

Lebih lanjut, implikasi sosial dari kekerasan ini juga dapat dilihat dari perspektif 

sosiologi hukum. Hukum yang diterapkan oleh pemerintah sering kali tidak 

mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Ketidakadilan ini 

memperkuat pandangan bahwa hukum hanya menjadi alat untuk melanggengkan 

kekuasaan pemerintah tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Hal ini 

menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya 

dalam penerapan hukum, yang menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat 

(Wardani, 2023). 

Dalam beberapa studi, telah ditemukan bahwa pendekatan represif terhadap 

masyarakat adat yang memprotes proyek pembangunan sering kali memperburuk situasi 

dan meningkatkan ketegangan. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Susanto (2022), 

ditemukan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat 

yang memprotes proyek pembangunan di Kalimantan Timur telah memperburuk konflik 

dan meningkatkan resistensi masyarakat terhadap proyek tersebut. Demikian pula, dalam 

studi yang dilakukan oleh Wijaya (2023), ditemukan bahwa ketidakmampuan pemerintah 

untuk mengadakan konsultasi yang efektif dan inklusif dengan masyarakat adat telah 

menyebabkan ketegangan yang signifikan dan meningkatkan risiko konflik (Susanto, 2022; 

Wijaya, 2023). 

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi 

pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya dalam penerapan hukum dan 

kebijakan pembangunan. Ini termasuk mengakui dan menghormati hukum adat, melibatkan 

masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, 

dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menangani protes damai. Selain itu, 

penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dan 

dihormati sesuai dengan komitmen internasional dan nasionalnya. 
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 Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya, 

pemerintah dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan dengan 

masyarakat adat (Lestari, 2023).  

 

SIMPULAN 

Kasus kekerasan di Pulau Rempang pada September 2023 mencerminkan konflik 

mendalam antara tujuan pembangunan ekonomi pemerintah dan hak-hak masyarakat 

adat. Proyek pembangunan yang direncanakan tanpa melibatkan konsultasi yang 

memadai dengan masyarakat adat menimbulkan ketegangan dan protes yang signifikan. 

Penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan untuk membubarkan protes damai 

masyarakat adat merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diakui 

oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Tindakan represif ini tidak 

hanya memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat, tetapi juga 

memperdalam rasa ketidakadilan, mengancam kohesi sosial, dan merusak kepercayaan 

masyarakat adat terhadap pemerintah. 

Kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat adat untuk 

memiliki tanah, mempertahankan budaya, dan hidup dengan aman tanpa ancaman 

kekerasan. Masyarakat adat memiliki hak kolektif yang diakui oleh berbagai instrumen 

internasional, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Penggunaan 

kekerasan oleh aparat negara dalam membubarkan protes damai mencerminkan 

pelanggaran terhadap hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin oleh 

hukum internasional dan nasional. Dilihat dari perspektif sosiologi hukum, kasus ini 

mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan hukum adat. Hukum formal yang 

diimplementasikan oleh negara sering kali tidak mempertimbangkan atau bahkan 

mengabaikan hukum adat yang hidup dan berlaku di masyarakat lokal. Ini menciptakan 

konflik yang mendalam ketika kebijakan pembangunan yang digagas oleh negara 

bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat adat. Pendekatan sosiologi 

hukum menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya, di mana 

hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan 

praktik yang hidup di masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih 

inklusif dan sensitif terhadap budaya dalam setiap kebijakan pembangunan. Langkah-

langkah konkret meliputi mengakui dan menghormati hukum adat, melibatkan 

masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek 

pembangunan, serta menghindari penggunaan kekerasan dalam menangani protes 
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damai. Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi 

sesuai dengan komitmen hukum internasional dan nasional. Dengan mengadopsi 

pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya, pemerintah dapat 

mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat adat. Selain 

itu, penting untuk memperkuat mekanisme konsultasi publik yang efektif untuk 

memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap 

keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, diharapkan konflik antara 

pemerintah dan masyarakat adat dapat diminimalkan, dan proyek pembangunan dapat 

berjalan dengan lebih harmonis serta adil. 
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